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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 

TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK 

WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DI KABUPATEN 

SERDANG BEDAGAI 

Oleh:       

ZUKHRA FATHIRA 

1803100063 

 
Pengelolaan objek wisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat maupun Pemerintah dalam melestarikan Objek Wisata. Penelitian 

dilakukan di Dinas Pariwisata Serdang Bedagai. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang 

Bedagai. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah 

deskritif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang 

diteliti dengan pengamatan, wawancara dengan cara menggambarkan keadaan 

objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta Nampak atau 

sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Objek 

Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai sistem yang 

digunakan sudah terimplementasi, namun belum berjalan dengan maksimal. Hal 

ini dikarenakan adanya sosialisasi dengan masyarakat secara meluas, dan juga 

mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengelolah objek 

wisata yang ada di serdang bedagai. Masyarakat harus menjaga kebersihan di 

setiap pantai maupun sungai setiap berkunjung. Sesuai dengan peraturan Dinas 

Pariwisata dan Standart Operasional Prosedur (SOP). Adanya penyampaian 

implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Adanya 

perilaku sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan program – program kebijakan 

yang dijalankan yaitu pengelolaan objek wisata bahari, masyarakat yang 

mengelola objek wisata bahari sudah menjalankan program – program 

pengelolaan objek wisata bahari dengan baik, Adanya prosedur pengelolaan yang 

baik dari pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan kelestarian pantai dan 

keindahan pantai sehingga menambah jumlah pengunjung di daerah wisata, 

seperti adanya tahapan – tahapan dalam penyelesaian masalah pengelolaan objek 

wisata bahari yang terjadi ditempat – tempat objek wisata pantai. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Objek Pariwisata 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan objek wisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat maupun Pemerintah dalam melestarikan Objek Wisata. Pengelolaan 

pariwisata yang ideal perlu memperhatikan misalnya, terkait dampak dan 

persinggungan adat istiadat atau budaya masyarakat di sekitar daerah tujuan 

Wisata. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 

1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Objek dan Daya Tarik Wisata 

adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. 

Industri pariwisata adalah salah satu sumber penting penghasilan devisa 

yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya dibidang pengadaan 

lapangan kerja. Istilah pariwisata populer tahun 1958 setelah 

diselenggarakannya musyawarah Nasional Tourims II. Namun secara resmi 

istilah pariwisata dikenal secara luas setelah pengertian kata Tourims menjadi 

kata pariwisata yang diresmikan oleh presiden Soekarno pada tahun 1960. 

Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan istilah Dewan Tourims Indonesia 

menjadi Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI) . 

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai Pemerintah Daerah 

menegaskan bahwa dalam rangka pengelolaan objek wisata pesisir pantai, perlu 

dilakukan perosedur dan pengawasan. Selain itu pengelolaan objek wisata 



2 

 

 

merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya moto pariwisata 

yaitu SAPTA PESONA, sehingga diperlukan pengelolaan dan pengawasaan 

yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata ditempat-tempat wisata yang terdapat di 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

NO NAMA OBJEK WISATA JENIS OBJEK WISATA LOKASI 

1 Pantai Wong Rame Rekreasi, Kuliner & Resort Kota Pari, Kec. Pantai 

Cermin, Kab. Serdang 

Bedagai. 

2 Pantai Cermin (Thempark) Rekreasi, Wahana & Kuliner Pantai Cermin Kanan, Kec. 

Pantai Cermin, Kab. Serdang 

Bedagai. 

3 Pantai Bali Lestari Rekreasi & Kuliner Kota Pari, Kec. Pantai 

Cermin, Kab. Serdang 

Bedagai 

4 Pantai Pondok Permai Rekreasi & Kuliner Kota Pari, Kec. Pantai 

Cermin, Kab. Serdang 

Bedagai 

5 Pantai Mutiara 88 Rekreasi Kota Pari, Kec. Pantai 

Cermin, Kab. Serdang 

Bedagai 

6 Pantai Sri Mersing Rekreasi Kuala Lama, Kec. Pantai 

Cermin, Kab. Serdang 

Bedagai. 

7 Pantai Romance bay Rekreasi & Kuliner Jl. Pantai Tengah No.20, Sei 

Naga Lawan, Kec. 

Perbaungan, Kab. 

Serdang Bedagai. 

8 Pantai Cemara Kembar Rekreasi & Kuliner Sei Naga Lawan, Kec. 

Perbaungan, Kab. 

Serdang Bedagai. 

9 Pantai Sialang Buah Rekreasi & Kuliner Pekan Sialang Buah, Kec. 

Teluk Mengkudu, Kab. 

Serdang Bedagai 

10 Pantai Mangrove Rekreasi & Kuliner Sei Naga Lawan, Kec. 

Perbaungan, Kab. 

Serdang Bedagai. 

11 Pantai Klang Indah Rekreasi Sei Naga Lawan, Kec. 

Perbaungan, Kab. 

Serdang Bedagai. 

12 Pantai Sentang Rekreasi Desa Sentang, Kec. Teluk 

Mengkudu, Kab. Serdang 

Bedagai 

13 Pemandian Batu Nongol Rekreasi & Pemandian Buluh Duri, Kec. Sipispis, 

Kab. Serdang Bedagai. 
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14 Pulau Berhala Rekreasi, Kuliner & 

Snorkling 

Berhala, Kec. Tanjung 

Beringin, Kab. Serdang 

Bedagai. 

15 Ancol Arum Jeram Outbound Jl. Pondok Sampanan, 

Dolok Merawan, Kec. 

Dolok Merawan, Kab. 

Serdang Bedagai. 

 

Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata 

Pesisir Pantai dan Sungai sudah tertuang jelas peraturan yang melarang untuk 

mendirikan segala jenis bangunan permanen disepanjang pantai sepanjang 15 

meter dari titik pasang tertinggi dan terendah air laut, didalam peraturan tersebut 

juga sudah jelas di larang membuka usaha atau bejualan di sepanjang sempadan 

pantai sepanjang 15 meter dari titik pasang tertinggi dan terendah air laut, dan 

sudah ada juga denda yang ditetapkan jika ada yang melanggar peraturan untuk 

mendirikan bangunan di sepanjang sempadan pantai. Oleh karna itu pemerintah 

atau dinas yang terkait diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan objek 

wisata pesisir pantai dengan baik karna setiap tahun wisatawan yang 

mengunjungin wisata bahari seperti Pantai Pondok Permai dan Pantai Bali 

Lestari meningkat setiap tahunnya. 

Namun, sebelumnya peneliti sudah melakukan pengamatan terlebih dahulu 

ke Pantai Pondok Permai dan Pantai Bali Lestari. Kemudian peneliti menemukan 

bahwasannya pengeolaan bangunan di sepanjang sempadan pantai masih terlihat 

tidak terkelola karna masih banyaknya bangunan yang berdiri di sepanjang 

sempadan pantai, padahal itu sangat beresiko buruk bagi pengunjung yang 

berada dibangunan tersebut. Apabila air laut pasang ombak yang datang sangat 
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besar sehingga lama kelamaan mampu membuat bangunan yang berdiri 

disempadan pantai rusak dan roboh, pasir pantai yang di bawak oleh ombak pun 

sering masuk kedalam bangunan tersebut. Hal ini jelas melanggar peraturan 

daerah No. 9 Tahun 2008 dan kurangnya pengawasan pengelolaan objek wisata 

di kabupaten serdang bedagai oleh dinas pariwisata. 

Pengelolaan tempat-tempat wisata yang ada di Serdang Bedagai dalam 

menyelenggarakan urusan pengelolaan objek wisata bahari dalam kaitannya 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan  Objek  Wisata  Pesisir  Pantai  dan  Sungai  belum  

sepenuhnya terselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah 

Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008, sehingga perlu dilakukan lagi 

pengawasan terhadap pengelolaan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan peneltian yang 

berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang 

Bedagai”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Bagaimana Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata 

Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat 

ditetapakan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek 

wisata pesisir pantai dan sungai di Kabupaten Serdang Bedagai 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu 

pengetahuan dan karya ilmiah di bidang ilmu administrasi publik. 

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi penelitian mahasiswa selanjutnya di masa depan. 

3. Manfaat akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu 

syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. 

Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka 

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan 

bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini yang akan di uraikan adalah latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II URAIAN TEORITIS 

Pada bab ini yang akan di uraikan adalah Implementasi Kebijakan, 

Peraturan Daerah, Pengelolaan Objek Wisata. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, 

defenisi konsep, kategorisasi, infoman/narasumber, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi 

penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

diperoleh dari hasil penelti turun ke lapangan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran dari hasil peneltian 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1. Implementasi Kebijakan 

 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, 

implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan 

yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Wachida (2022), mengatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan 

keputusan kebijaksanaan dasar dan biasanya dalam bentuk undang -undang, namun 

dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang 

penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasikan 

masalah yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya. 

Menurut Van Horn dan Van Meter (1975): “Those actions by public and 

private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior 

policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan 

yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara 

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

Menurut Mazmanian dan Sebatier (1987), menyebutkan bahwa implementasi 

adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan- 
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keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,menyebutkan secara tegas tujuan 

atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau 

mengatur proses implementasinya. 

Proses kebijakan juga berkenaan dengan pelaksanaan (implementasi) 

kebijakan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi merupakan suatu 

tahapan yang sangat penting dari rangkaian proses kebijakan. Implementasi 

merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari rangkaian proses kebijakan 

setelah perencanaan kebijakan ditetapkan atau dibuat karena implementasi 

kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta 

dampak kebijakan dapat dihasilkan. (Mahardika dan Rizky,2023) 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi 

ialah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan programprogram yang akan 

diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan 

institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program- 

program yang akan dijalankan tersebut. 

2.2. Peraturan daerah 

 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

yang sudah diamandemen, kekuaasaan penyelenggaraan negara tidak lagi terpusat 

pada Presiden, ini setidaknya ditandai dengan tidak lagi kekuasaan membentuk 

undang-undang di pegang Presiden, tetapi kekuasaan itu di pegang oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini presiden juga berhak mengajukan 

rancangan undang-undang. Demikian juga halnya di daerah, kekuasaan membentuk 
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peraturan perundang undangan beradan di tangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD), dan Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan 

Daerah (Perda) Tidak sedikit perda yang dibuat hanya sekadar menggugurkan 

kewajiban terkait legislasi di daerah. Setelah disahkan, perda-perda tersebut bukan 

hanya tidak di implementasikan, tetapi dokumennya pun sulit untuk 

mendapatkannya. Dana besar yang dialokasikan untuk membuat perda, seakan-

akan hanya untuk menhabiskan anggaran negara saja. 

Pembentukan Perda oleh pemerintah minimal ada dua hal yang mendasarinya. 

Pertama : peraturan daerah dibentuk karena memang dibutuhkan masyarakat. 

Kedua : bahwa Perda yang dibentuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang menjadi sasaran dalam Perda tersebut. Otonomi daerah memberikan 

kekuasaan yang besar pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. 

Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju 

kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga produk perundang-undangan daerah 

yang dihasilkan adalah produk perundang-undangan yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat (lahamit, 2021).  

Pedoman pembentukan Peraturan Daerah mesti berdasarkan UU No.12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Pasal 5 merumuskan 

bahwa dalam membentuk peraturan Perundang- undangan harus dilakukan 

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, 

yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, 

adanya kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan 

kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. 
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Sedangkan Pasal 13 UU Nomor 12 tahun 2011 menyebut bahwaa: “Materi 

muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi 

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan serta menampung kondis Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung 

kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- 

undangan yang lebih tinggi. 

Menurut Ariyani (2018: 26-39) Dalam Pasal 250 UU No 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mengatur larangan lebih rinci. Dalam hal ini, perda tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan, berupa 

terganggunya : (1) kerukunan atar warga masyarakat; (2) akses terhadap pelayanan 

publik; (3) ketentraman dan ketertiban umum; (4) kegiatan ekonomi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perda dilarang melakukan 

diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, ras antar-golongan, dan gender. 

Dalam hal larangan tidak diindahkan perda akan berujung pada pebatalan. Oleh 

karena itu Pembentukan Perda tidak lepas dari pengawasan dan pengendalian. 

Sebenarnya hal ini berkenaan dengan kontrol terhadap norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan, melalui apa yang biasa disebut dengan 

mekanisme kontrol norma hukum.  

Menurut Mustanir (2016) peraturan daerah memuat aturan aturan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 

tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa 

materi muatan peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota 
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berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan tugas pembantuan serta 

menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2.3. Pengelolaan Objek Wisata 

 

Pengeloaan berasal dari kata kelola,dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Kontenporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002), berarti memimpin, 

mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju,dan 

sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah 

peroses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan 

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian 

tujuan. 

Menurut Laiper (1990), pengelolaan merujuk kepada seperangkat peranan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada 

fungsi –fungsi yang melekat pada peran tersebut. 

Menurut Handayaningrat (1997:9), pengelolaan juga bisa diartikan 

penyelenggaraan suatu kegiatan, pengelolaan biasa diartikan yaitu manajamen, 

yaitu suatu peruses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi atau dan 

pengunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi laninya agar 

mencapai tujuan organsasi yang telah ditentukan. Sowearno (2002:378), 

mengemukakan bahwa pengelolan adalah mengendalikan atau menyelenggarakan 

berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. 
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Menurut (Itamar, 2016) Objek Wisata memiliki daya tarik yang dapat 

membangkitkan "rasa tertarik” dan minat untuk datang berkunjung dan merasakan 

sensasi yang dapat dirasakan dengan hadir di tempat wisata. 

Menurut Marpaung (2002:78) objek wisata adalah suatu bentuk dari aktifitas 

dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau 

pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu. 

Menurut UU RI No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan,dinyatakan bahwa 

objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu 

pembangunan objek dan daya tarik wisata, mengelola dan membuat objek-objek 

baru sebagai objek dan daya tarik wisata. 

Menurut Ridwan (2012:5) pengertian objek wisata adalah segala sesuatu yang 

memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan 

alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. Berdasarkan definisi diatas maka objek wisata adalah tempat 

yang dikunjungi dengan berbagai keindahan yang didapatkan, tempat untuk 

melakukan kegiatan pariwisata, tempat untuk bersenang-senang dengan waktu 

yang cukup lama demi mendapatkan kepuasan, pelayanan yang baik, serta kenangan 

yang indah ditempat wisata. 

Dalam pengelolaan pariwisata ini, Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 tahun 

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwaupaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 

dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus memperhatikan 
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empat pertimbangan utama yaitu : 

1. Aksesbilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keadaan. 

2. Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis. 

3. Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis. 

4. Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode. 

Didalam menghadapi isu pokok pertimbangan utama dalam pengembangan 

pariwisata perlu dipersiapkan sebagai respon strategis antara lain : 

1. Jalur-jalur transportasi dan terminalnya. 

 

2. Keramah tamahan pelayanan. 

 

3. Penggarapan pelayanan. 

 

4. Penonjolan penyajian warisan budaya lokal. 

 

5. Siversifikasi dan pengendalian produk. 

 

6. Investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal. 

 

7. Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

analisis kualitatif. Metode kualitatif ialah metode yang dilakukan untuk 

membedakan suatu fenomenal yang terjadi di lapangan dan menjabarkan temuan 

dilapangan. Metode Deskriptif Kualitatif hanya menjabarkan situasi dan peristiwa 

yang ada di lapangan. Penitian dengan jenis ini tidak mencari atau menjelaskan 

hubungan, tidak menguju hipotesis atau tidak membuat prediksi, hanya menguji 

kebenarannya berdasarakan fakta yang diperoleh. 

Menurut Moelung (2006:11) penelitian Deskriptif, data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebakan oleh adanaya 

metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan terhadap 

apa yang sudah diteliti. 

Demikianlah menurut moleong (2007:103), sumber data penelitian kulitatif 

adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti 

dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditanggap makna yang 

tersirat dalam dokumen. 

3.2. Kerangka Konsep 

 

Menurut (Notoatmodjo, 2012) kerangka konsep adalah suatu uraian dan 

visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel 

yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. 
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Terlaksananya Pengelolaan 

Objek Wisata dan Sungai di 

Kabupaten Serdang Bedagai 

agar menjaga wisata bahari tetap 

permai dan indah. 

Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Serdang Bedagai No 

9 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Objek Wisata Pesisir 

Pantai dan Sungai di Kabupaten 

Serdang Bedagai. 

Pengawasan bangunan di 

sepanjang pantai pondok 

permai dan pantai bali 

lestari kabupaten serdang 

Adanya tindakan 

kebijakan dalam 

pelaksanaan program- 

program kebijakan 

yang dijalankan. 

Penggunaan kerangka konsep dapat memudahkan peneliti untuk 

menentukan variabel-variabel atau objek-objek yang akan diteliti sehingga dapat 

mempermudah dalam penyusunan skrpsi, dan kerangka konsep juga dapat 

membantu melihat arah dari penelitian agar tidak melebar kemana-mana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep 

 

 

3.3. Defenisi Konsep 

 

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak,kejadian,abstrak,keadaan kelompok,atau 

individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah 

karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. 

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penulisan ini digunakan konsep-konsep 
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sebagai berikut:  

1. Implementasi merupakan berbagai pelaksanaan dari berbagai peraturan 

yang harus dilaksanakan demi mencapai hasil yang diharapkan yang 

berdampak baik kepada kehidupan kedepannya. 

2. Kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk 

pemecahan masalah yang ada dikehidupan sosial masyarakat. 

3. Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki 

serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan dikehidupan 

sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku di dalam 

masyarakat. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk 

menjalankan suatu perundang- undangan, peraturan dari suatu program 

pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala 

sesuatu didalam tatanan hidup masyarakat. 

4. Implementasi kebijakan publik adalah tindakan – tindakan yang di 

arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan- keputusan sebelumnya. 

5. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua 

sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan 

tujuan tertentu. 

6. Objek wisata adalah suatu bentuk dari aktifitas dan fasilitas yang 

berhubungan yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung 

untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. 
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3.4. Kategorisasi Penelitian 

 

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang 

disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu 

kategorisasi menunjukan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian 

sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian 

pendukung untuk analisis dari variable tersebut : 

1. Adanya sosialisasi penyampaian implementasi tentang kebijakan 

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di 

Kabupaten Serdang Bedagai . 

2. Adanya perilaku sikap bertanggung jawab dalam pelaksanaan program 

kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan objek wisata. 

3. Adanya strategi dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata. 

4. Dampak pelaksanaan dalam pengelolaan objek wisata. 

3.5. Narasumber 

Ada pun narasumber dalam penelitian sebanyak 4 orang, terdiri atas: 

1. Kabid Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai 

Nurchinta Depi Tambunan, S.Si 

2. Staff Pengelola Objek Wisata pantai Pondok Permai 

Dandy Indra Permana, S.E 

3. Staff Pengelola Objek Wisata pantai Pondok Permai 

Akmalluliazi  
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4. Masyarakat sekaligus pengelola pantai  

Maradingin Siregar 

Gambaran diatas menunjukan bahwa adanya pelaksanaan peningkatan 

pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan Peraturan 

Daerah di dalam pengelolaan objek wisata bahari dimana hasil penelitian ini akan 

dideskripsikan atau dijelaskan. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh 

secara langsung di lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau pihak-pihak 

terkait. 

2. Data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik. Adapun cara dalam pengumpulan ini yaitu: 

a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku- 

buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi 

dengan masalah yang akan diteliti. 

b. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan 

menggunakan catatan tertulis yang ada di instansi terkait serta sumber 

lain yang menyangkut masalah yang akan diteliti. 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Reduksi data yang diperoleh di lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh 

karena itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu 

dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 

merupakan merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian Data Data yang disusun dari hasil reduksi kemudian disajikan 

dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat berbentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategorisasi dan sejenisnya. Dari 

penyajian data ini peneliti diharapkan mampu memahami yang terjadi 

sehingga dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang ketiga, 

Iskandar (2009: 142) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan 

merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data 

sehingga data dapat disimpulkan. Lebih lanjut menambahkan bahwa 

penarikan simpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data di 

lapangan, dengan cara merefleksikan kembali. Peneliti dapat bertukar 

pikiran dengan teman sejawat sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. 
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3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai dan pesisir pantai di Kecamatan Pantai 

Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari 

bulan januari hingga maret 

1. Visi Misi Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai 

Adapun visi misi kantor Disporaparbud adalah : 

a. Visi  

Visi kantor Disporaparbud adalah Mewujudekan pemuda yang 

unggul untuk menunjang pariwisata kreatif yang berbudaya 

b. Misi  

Yang menjadi misi dari kantor Disporaparbud adalah :  

1) Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif  

2)  Meningkatakan perlindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan kebudayaan dan kesenian  

3) Mengembangkan potensi kepemudaan yang kreatif dan 

inovatif 

4) Meningkatkan prestasi olahraga dan membudayakan 

olahraga 

2. Struktur Lembaga Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai 

Struktur organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai 
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pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab 

setiap orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan setiap bagian 

dan tujuan organisasi itu dengan cara yang efektif. Struktur organisasi ini 

mengandung unsur – unsur spesialissi kerja. Berikut urain struktur 

organisasi dan kemudian menyajikan dalam bentuk bagan 

Susunan Struktur Organisasi kantor Dinas Pemuda, Olahraga, 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seradang Bedagai 

1) Kepala dinas 

2) Jabatan fungsional 

3) Sekretariat 

4) Bidang Bina Seni Budaya 

5) Bidang Bina Sejarah Kepurbakalaaan 

6) Bidang Bina Pemasaran Pariwisata  

7) Bidang Bina Objek & Usaha Pariwisata 

8) UPT. Taman Budaya 

9) UPT. Museum Negeri 
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Gambar 2. Struktur organisasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi  

 

4.1.1. Adanya penyampaian implementasi kebijakan  

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Nurchinta 

Devi Tambunan selaku Kabid Pariwisata, tentang pelaksanaan pegelolaan objek 

wisata bahari di serdang bedagai dinilai belum maksimal karena tidak semua 

masyakat yang mengelola objek wisata bahari mengetahui adanya peraturan daerah 

tentang pengelolaan objek wisata bahari yang berlaku di kabupaten serdang bedagai 

dan sudah banyak pengelola objek wisata yang baru, hal ini dapat dilihat dari 

pengelolaan objek wisata yang tidak terkelola sesuai ketentuan peraturan daerah. 

Beliau mengatakan masyarakat harus lebih peka terhadap peraturan daerah yang 

berlaku di serdang bedagai. 

Sedangkan menurut Maradingin siregar sebagai masyarakat sekaligus 

pengelola wisata Kabupaten Serdang Bedagai, acuan atau pedoman yang dijadikan 

dalam pelaksanaan peraturan daerah ini diterapkan dengan baik maka pengelolaan 

objek wisata bahari di kabupaten serdang bedagai akan tertata dengan baik dan 

nyaman, karna tidak akan ada perbuatan – perbuatan yang menyimpang dari 

peraturan daerah nomor 9 tahun 2009 yang dilakukan masyarakat yang mengelola 

langsung objek wisata bahari karna adanya rasa takut terhadap hukuman dan sangsi 

yang berlaku di dalam peraturan daerah tersebut. Pengelolaan objek wisata bahari 

dipantai bali lestari masih kurang baik 
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Selanjutnya menurut bapak Dandy Indra Permana Pengelolaan objek wisata 

bahari dipantai bali lestari masih kurang baik dan maksimal, terlihat dari adanya 

tembok yang di bangun secara permanen di bibir pantai dan dibangun dengan alasan 

menahan abrasi, tetapi itu terkesan seperti reklamasi ada juga patung besar yang di 

bangun di bibir pantai, itu disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat yang 

mengelola objek wisata bahari terhadapa peraturan daerah No 9 Tahun 2008 tentang 

pengelolaan objek wisata pesisir pantai yang melarang pembangunan permanen di 

bibir pantai ini disebabkan oleh Dinas Pariwisata yang tidak melakukan sosialisasi 

rutin berkaitan dengan peraturan daerah no 9 tahun 2008 dan kurangnya 

pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai. 

Wawancara dengan Bapak Akmalluliazi yang menyatakan bahwa Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2008 sangatlah penting dalam menciptakan kondisi yang 

baik pada keberlanjutan pantai, hanya saja masih banyak masyarakat setempat 

maupun luar yang tidak mengetahui akan peraturan tersebut, hal ini memnunjukan 

bahwa keberadaan Peraturan Daerah tersebut sangat tidak diindahkan oleh 

masyarakat setempat, sebab masih banyaknya pelanggaran terhadap aturan 

tersebut. 

4.1.2. Adanya perilaku sikap bertanggung jawab  

Menurut Bapak Akmalluliazi selaku staf yang mengelola langsung objek 

wisata bahari, peranan atau upaya dari dinas pariwisata dan kebudayaan belum 

dapat maksimal dalam menjalankan peraturan daerah tentang pengelolaan objek 

wisata bahari, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kegiatan – kegiatan atau program 

– program yang dilakukan dinas pariwisata dan budaya dalam mengenalkan 
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peraturan daerah no 9 tahun 2008 sehingga masih banyak masyarakat yang 

mengelola objek wisata bahari yang tidak mengetahui ada peraturan daerah tentang 

pengelolaan objek wisata pesisir pantai yang berlaku di kabupaten serdang bedagai, 

terlebih lagi masyarakat pengelola objek wisata bahari yang baru. Jika tidak sering 

dilakukan sosialisasi maka peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata 

bahari akan hialng dan tidak di jalankan lagi. 

Menurut Ibu Nurchinta Devi Tambunan S.Si selaku Kabid Pariwisata Serdag 

Bedagai tentang pelaksanaan pegelolaan objek wisata bahari di serdang bedagai 

dinilai belum maksimal karena tidak semua masyakat yang mengelola objek wisata 

bahari mengetahui adanya peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata 

bahari yang berlaku di kabupaten serdang bedagai dan sudah banyak pengelola 

objek wisata yang baru, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan objek wisata yang 

tidak terkelola sesuai ketentuan peraturan daerah. Beliau mengatakan masyarakat 

harus lebih peka terhadap peraturan daerah yang berlaku di serdang bedagai dan 

untuk pedoman yang dijadikan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini diterapkan 

dengan baik maka pengelolaan objek wisata bahari di kabupaten serdang bedagai 

akan tertata dengan baik dan nyaman, karna tidak akan ada perbuatan – perbuatan 

yang menyimpang dari peraturan daerah no 9 tahun 2009 yang dilakukan 

masyarakat yang mengelola langsung objek wisata bahari karna adanya rasa takut 

terhadap hukuman dan sangsi yang berlaku di dalam peraturan daerah tersebut. 

Kebijakan ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal didekat Pantai 

objek wisata untuk lebih menjaga. 
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Melalui wawancara dengan bapak Dandy Indra Permana bahwa antara dinas 

pariwisata dan budaya Kabupaten serdang Bedagai dengan pengelola objek wisata 

Pantai Pondok Permai masih kurang berkoordinasi dan komunikasi dalam proses 

implementasi dan dapat diduga adanya disposis yang salah sesuai dengan prinsip-

prinsip implementasi. Hal ini dapat diketahui melalui kurangnya sumberdaya 

manusia yang memahami dalam mendukung suatu program pembangunan melalui 

implementasi suatu program bahwa penetapan kebijakan yang dilakukan telah 

mengalami kesalahan dari awal dengan tidak menyesuaikan dengan kondisi 

masyarakat dan adanya ego sektoral dalam menjalankan suatu implementasi 

program dikalangan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemerintah 

Kecamatan Pantai Cermin. Solusi yang ditawarkan dengan adanya perbedaan 

kondisi sosial menuntut pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian untuk 

dikembangkan sejalan dengan kepariwsataan, sedangkan kordinasi, komunikasi, 

dan disposisi yang diharapkan dapat dilakukan dengan membentuk bagian atau 

bidang pengembangan pariwisata di tingkat kecamatan khususnya di Kecamatan 

Pantai Cermin. 

Wawancara dengan Bapak Maradingin Siregar yang menyatakan bahwa 

perlunya ada kordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten 

Serdang Bedagai dan masyarakat sekitar wisata pantai bahari dalam menunjukan 

rasa kepedulian terhadap keberlanjutan pantai untuk dijaga sehingga wisatawan 

tetap terus senantiasa berkunjung. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. 
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4.1.3. Adanya strategi dalam pelaksanaan pengelolaan wisata 

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Maradingin Siregar selaku masyarakat 

yang mengelola pantai mengatakan adapun upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata 

Kabupaten Serdang Bedagai yaitu meningkatan sarana prasana pendukung dengan 

meningkatkan sarana prasara yang ada dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk 

datang berkunjung ke objek wisata bahari, karena sarana prasarana yang baik 

merupakan sebuah syarat sebuah objek wisata agar dapat memenuhi kebutuhan 

wisatawan. Hal ini dapat meningkatan promosi pariwisata melalui teknologi 

informasi. 

Wawancara berikutnya dengan Ibu Nurchinta Devi Tabunan selaku Kepala 

Bidang Pariwisata enyatakan bahwa letak Kabupaten Serdang Bedagai yang berada 

di sekitaran pesisir pantai juga dapat mempunyai dampak positif terhadap promosi 

yang dapat dilakukan untuk mengenalkan objek-objek wisata Kabupaten Serdang 

Bedagai. Upaya tersebut dapat dilakukan seperti memasang iklan di media 

elektronik yang banyak digunakan masyarakat, dan membuat blog khusus daerah 

wisata di yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. 

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Akmalluliazi bahwa berdasarkan 

wawancara sebelumnya pada bagian perencanaan wilayah bahwa penetapan 

sebaiknya tidak dilakukan secara top-down tetapi lebih bersifat botton-up dengan 

mengedepankan sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten dengan 

masyarakat. Sosialisasi yang dimaksud akan memberikan pengaruh terhadap 

pemberdayaan masyarakat ke depannya karena telah diawali dengan kesadaran 

untuk melakukan perencanaan yang sesuai dengan demografi penduduk. 
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Wawancara berikutnya oleh Bapak Dandy Indra Permana selaku pengelola 

Pantai Bali Lestari menyatakan mmengenai pemberdayaan masyarakat sangat 

diperlukan proses perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh serta dilakukan 

mekanisme pemantauan yang berkelanjutan, sistem pengembangan yang 

sistematik. Juga Masih banyak kekurangan yang menjadi kendala dalam 

pembangunan pariwisata di kabupaten Serdang Bedagai perlu mendapat perhatian 

serius pemerintah daerah, mengingat potensi sumber daya alam di Kabupaten 

Serdang Bedagai juga tidak  sebanding  dengan  potensi  kekayaan  alam  daerah  

lain  yang melimpah. Dengan mengembangkan potensi pariwisata masalah lain 

yang menjadi kendala dalam rangka pembangunan pariwisata di Kabupaten 

Serdang Bedagai adalah minimnya sarana prasarana penunjang di lokasi wisata, 

akses ke lokasi wisata yang kurang diperhatikan sehingga berdampak pada 

kurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan 

mancanegara (asing). 

4.1.4. Dampak pelaksanaan dalam pengelolaan objek wisata 

 Wawancara dengan Bapak Dandy Indra Permana selaku pengelola Pantai Bali 

Lestari bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai bahwa 

yang di maksud Pengelolaan Objek Wisata Bahari adalah dilarang membangun atau 

mendirikan segala jenis bangunan permanen disepanjang sempadan pantai, dilarang 

membuka usaha atau berjualan disepanjang sempadan pantai, dilarang mengambil 

atau memindahkan atau mengurangi tanah maupun pasir, serta segala sesuatu yang 

dapat mengubah atau merusak kondisi pinggir pantai. Tetapi dalam kenyataan dinas 
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pariwisata kurang mengawasi pengelolaan objek wisata di Kabupaten Serdang 

Bedagai. 

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Akmalluliazi yang menyatakan bahwa 

ketika Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 

menekankan mengenai pelarangan terhadap pondok yang dibangun oleh masyarakat 

untuk berjualan akan menghilangkan aspek keberaneka ragaman yang sebagai aset 

wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun 

dipraktikan dan dipelihara yaitu sebagai pedagang di pinggiran pantai dengan ciri 

khasnya. 

Berikutnya wawancara dengan Ibu Devi Tambunan yang menyatakan bahwa 

dampak dalam pelaksanaan dalam pengelolaan objek wisata berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2008 akan menimbulkan percekcokan antara masyarakat 

dan pemerintah setempat, sebab banyak aturan dalam Peraturan Daerah tersebut 

yang tidak menguntungkan bagi Masyarakat, namun peran kami sebagai Dinas 

Pariwisata terus berinergi membantu masyarakat dalam berkontribusi untuk 

menjaga ciri khas daerah tersebut dan menjaga lingkungan pantai. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Maradingin Siregar pengeolaan 

bangunan di sepanjang sempadan pantai masih terlihat tidak terkelolakarna masih 

banyaknya bangunan masyarakat berjualan yang berdiri di sepanjang sempadan 

pantai padahal itu sangat beresiko buruk bagi pengunjung yang berada dibangunan 

tersebut, apabila air laut pasang ombak yang datang sangat besar sehingga lama 

kelamaan mampu membuat bangunan yang berdiri disempadan pantai rusak dan 

roboh, pasir pantai yang di bawak oleh ombakpun sering masuk kedalam bangunan. 
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4.2.  Pembahasan 

Penyampaian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang 

Bedagai No 9 Tahun 2008 Tentang paengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai 

Dan Sungai di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Seradang Bedagai. Pelakasanaan pengelolaan objek wisata bahari 

tentunya memiliki pedoman yaitu Peraturan Daerah Serdang Bedagai No 9 

Tahun 2008 bertujuan untuk pengelolaan objek wisata bahari di Kabupaten 

Serdang Bedagai, dan juga mewujudkan moto pariwisata nasional yaitu 

SAPTAPESONA yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, 

keindahan, keramahan dan kenangan. Pelaksanaan peraturan daerah terkadang 

terkendala oleh perubahan – perubahan pola pikir masyarakat, di tambah 

banyaknya masyarakat yang baru mengelola objek wisata bahari masih belum 

mengetahui berlakunya peraturan daerah di kabupaten serdang bedagai, itu 

disebabkan kurangnya sosialisasi, kerjasama dan pengenalan terhadapat praturan 

daerah tentang pengelolaan objek wisata. Sehingga kurangnya koordinasi antar 

unsur dinas dan masyarakat yang mengelola objek wisata bahari menjadi salah 

satu penghambat pelaksanaan peraturan daerah di kabupaten serdang bedagai, 

karna tanpa adanya koordinasi yang baik akan sangat sulit menjalankan peraturan 

daerah. 

Hasil dari penyajian uraian wawancara diatas, maka dalam pembahasan sub 

bab ini merupakan analisis data hasil wawancara dengan fokus pada kajian 

penelitian yang dilakukan. Data yang disajikan secara menyeluruh diperoleh 

berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait dengan Peraturan Daerah 
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Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai 

di Kabupaten Serdang Bedagai dan juga observasi yang dilakukan oleh penulis di 

Wisata Pantai Bahari dan Kantor Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Seradang Bedagai.. 

Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan adalah 

sebagai berikut : 

4.2.1. Adanya penyampaian implementasi kebijakan 

Menurut Edward III dalam Leo Agusitno (2008), implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh 4 variabel antara lain:  

Komunikasi (Communication) Komunikasi merupakan proses penyampaian 

informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi 

kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat 

kebijakan (policymakers) kepada pelaksana kebijakan (policyimplementors). 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting 

yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan 

konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar 

informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada 

kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar 

informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan 

interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait 

dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar 

informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan 

kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. 
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Pelakasanaan pengelolaan objek wisata bahari tentunya memiliki pedoman 

yaitu Peraturan Daerah Serdang Bedagai No 9 Tahun 2008 bertujuan untuk 

pengelolaan objek wisata bahari di Kabupaten Serdang Bedagai, dan juga 

mewujudkan moto pariwisata nasional yaitu SAPTA PESONA yang meliputi 

keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan. 

Pelaksanaan peraturan daerah terkadang terkendala oleh perubahan – perubahan 

pola pikir masyarakat, di tambah banyaknya masyarakat yang baru mengelola objek 

wisata bahari masih belum mengetahui berlakunya peraturan daerah di kabupaten 

serdang bedagai, itu disebabkan kurangnya sosialisasi, kerjasama dan pengenalan 

terhadapat praturan daerah tentang pengelolaan objek wisata. Sehingga kurangnya 

koordinasi antar unsur dinas dan masyarakat yang mengelola objek wisata bahari 

menjadi salah satu penghambat pelaksanaan peraturan daerah di kabupaten serdang 

bedagai, karna tanpa adanya koordinasi yang baik akan sangat sulit menjalankan 

peraturan daerah. 

Sebagaimana hasil wawancara yang telah ditulis dan dipaparkan diatas tentang 

pelaksanaan pegelolaan objek wisata bahari di serdang bedagai dinilai belum 

maksimal karena tidak semua masyakat yang mengelola objek wisata bahari 

mengetahui adanya peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata bahari 

yang berlaku di kabupaten serdang bedagai dan sudah banyak pengelola objek 

wisata yang baru, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan objek wisata yang tidak 

terkelola sesuai ketentuan peraturan daerah. 

Kordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan menjadi 

hal yang sangat diperlukan agar program yang merupakan visi dari pemerintah 
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kabupaten dapat dicapai. Perencanaan yang dilakukan dalam pengembangan suatu 

wilayah juga menjadi dasar keberhasilan suatu program pembangunan. Dengan 

demikian aspek demografi atau potensi yang dimiliki suatu wilayah menjadi 

pertimbangan penting dalam menetapkan suatu kebijakan yang melibatkan pihak 

pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. 

Peraturan Daerah Serdang Bedagai No 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai masih belum Terimplementasi dengan 

baik, hal ini dapat dilihat dari ditemukannya beberapa hambatan dalam pelaksanaan 

pengelolaan objek wisata bahari di Kabupaten Serdang Bedagai terlebih di Pantai 

Pndok Permai. Dalam hal ini pemerintah Disporaparbud menjalankan pengelolaan 

objek wisata bahari yang berpedoman pada Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 

untuk membuat keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak masayarakat yang 

melanggar aturan pengelolaan objek wisata bahari. Adanya perilaku sikap tanggung 

jawab dalam pelaksanaan program – program kebijakan yang dijalankan yaitu 

pengelolaan objek wisata bahari, masyarakat yang mengelola objek wisata bahari 

sudah menjalankan program – program pengelolaan objek wisata bahari dengan 

baik. Namun peran Disporaparbud masih kurang dalam mensosialisakan peraturan 

daerah no 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai bagi 

masyarakat yang mengelola objek wisata bahari guna menambah wawasan dan 

informasi masayrakat dalam pelaksanaan peraturan daerah no 9 tahun 2008 tentang 

pengelolaan objek wisata bahari. 
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4.2.2. Adanya Perilaku Sikap Tanggung Jawab 

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. 

Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya 

ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian 

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-

sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala 

sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, 

informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :  

a. Sumber Daya Manusia (Staff) Implementasi kebijakan tidak akan berhasil 

tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan 

kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan 

keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, 

sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah 

sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya 

manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab 

tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, 

implementasi kebijakan akan berjalan lambat. 

b. Anggaran (Budgetary)  Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan 

dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan 

untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran 
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yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam 

mencapai tujuan dan sasaran. 

c. Fasilitas (facility) Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas 

yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan 

menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. 

d. Informasi dan Kewenangan (Informationand Authority) Informasi juga 

menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi 

yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu 

kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk 

meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai 

dengan yang dikehendaki. 

Adanya prosedur pengelolaan yang baik dari pihak pemerintah untuk dapat 

meningkatkan kelestarian pantai dan keindahan pantai sehingga menambah jumlah 

pengunjung di daerah wisata, seperti adanya tahapan – tahapan dalam penyelesaian 

masalah pengelolaan objek wisata bahari yang terjadi ditempat – tempat objek 

wisata pantai. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya hambatan – 

hambatan karena masih banyak masyarakat yang mengelola objek wisata bahari 

yang tidak mengetahui bagaimana prosedur kerja yang dilakukan dinas pariwisata 

dan budaya dalam pelaksanaan Perda nomor 9 Tahun 2008 tentang pengelolaan 

objek wisata pesisir pantai dan sungai. Untuk itu kepada seluruh pemerintah dinas 

pariwisata dan budaya dapat bekerja sama dengan masyarakat yang mengelola 

langsung objek wisata bahari dan melakukan koordinasi yang baik dalam melakukan 
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tugas–tugas dilapangan maupun dikantor dinas itu sendiri. 

Program–program kebijakan pelaksanaan pengelolaan objek wisata bahari  

adalah  wewenang  Disporaparbud  sepenuhnya,  dan  yang menjalankan 

penerapan dan pelaksanaannya adalah masyarakat langsung, pemerintah kabupaten 

memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat untuk penerapan dan pelaksanaan 

dari program – program yang telah dibuat, karna masyarakat lah yang mengetahui 

potensi – potensi yang ada di tempat wisata bahari. 

Berdasarkan hasil dari wawancar diatas dengan narasumber dapat penulis 

simpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pengembangan daerah tujuan wisata 

tidak terlepas dari peran semua elemen, tentunya dengan memperhatikan unsur 

program, anggaran dan proses yang sudah ada. Pengelolaan potensi pariwisata di 

daerah ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, hal ini tercermin dalam 

arah kebijakan (visi) pemerintah bahwa tujuan utama pembangunan pariwisata 

adalah menjadikan objek wisata bahari Patai Pondok Permai sebagai destinasi 

wisata favorit untuk orang-orang. 

Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa Adanya perilaku sikap tanggung 

jawal dalam pelaksanaan program–program pengelolaan objek wisata bahari 

Dikabupaten Serdang Bedagai, sangat dibutuhkan dari berbagai pihak, baik 

pemerintah daerah maupun seluruh masayarakat yang mengelola langsung objek 

wisata bahari untuk sama–sama bekerja sama dalam menjalankan program 

pengelolaan, sehingga dapat mencapai tujuan bersama. 

4.2.3. Adanya Strategi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Wisata 

Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah masalah yang mudah 



35 

 

 

terutama dalam mencapai tujuan bersama. Cukup sulit untuk membuat sebuah 

kebijakan publik yang baik dan adil. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya 

dalam bantuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang 

dianggap klien. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam memenuhi tuntutan 

berbagai kelompok yang dapat menyebabkan konflik yang mendorong 

berkembangnya pemikiran politik sebagai konflik. 

Dalam proses implementasi kebijakan terdapat beberapa aspek yang berkaitan 

dengan proses ini dan layak untuk diperhatikan yaitu teori dan model implementasi 

kebijakan, pendekatan dalam implementasi kebijakan, langkahlangkah 

implementasi, faktorfaktor pelaksanaan kebijakan, serta tantangan dan kendala 

dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Pembahasan tiga aspek terakhir akan 

dikemukakan dalam pembahasan mengenai strategi implementasi serta kecukupan 

dan kelengkapan implementasi kebijakan. Terdapat cukup banyak teori dan model 

yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan, termasuk kebijakan dalam 

bidang pendidikan. Beberapa diantaranya seperti yang sampaikan oleh Wahab 

(2008) adalah teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, teori Van Meter dan 

Van Horn, serta teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Brian W. Hogwood 

dan Lewis A. Gunn merupakan pencetus teori implementasi kebijakan dengan 

pendekatan The top down approach. Menurutnya, terdapat beberapa syarat agar 

kebijakan dapat dilaksanakan secara sempurna yaitu: a. Kondisi eksternal yang 

dihadapi oleh Badan atau Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan 

serta kendala yang serius. b. Tersedianya waktu dan sumber yang cukup memadai 

untuk pelaksanaan program. c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-
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benar tersedia. d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu 

hubungan kausalitas yang andal. e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan 

hanya sedikit mata rantai penghubungnya. f. Hubungan saling ketergantungan harus 

sedikit. g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. h.Tugas-

tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. i. Komunikasi dan 

koordinasi yang sempurna. j.Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan 

dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Yuliah, 2020). 

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan 

penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau 

sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya 

kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk 

tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang 

tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam 

melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat 

berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap 

yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung 

maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. 

Upaya  merupakan hal yang  sangat  penting  dilakukan untuk mengatasi 

hambatan yang dialami Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai dalam 

mengembangkan objek wisata yang ada dikawasan ini. Sehingga pengembangan 

objek wisata bahari dapat dilaksanakan dengan maksimal dan mendapatkan hasil 
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yang maksimal juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar 

maupun Kabupaten Serdang Bedagai. 

Namun masih terdapat kekurangan dalam implementasi kebijakan peraturan 

daerah tersebut, dimana sarana prasarana pendukung dapat mejadi perhatian lebih 

oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, khusunya Dinas Pariwisata 

Kabupaten Serdang Bedaga. Meskipun di lapangan akses jalan pendukung sudah 

baik, hal ini di tandai dengan 65% jalan menuju objek wisata telah aspal, tetapi 

sebagai daerah dengan potensi alam yang sangat bagus tentunya Pemerintah 

Kabupaten Serdang Bedagai harus memperhatikan hal-hal kecil seperti sarana 

prasarana pendukung, contohnya seperti: kamar mandi dan tempat sampah yang 

sudah ada dapat di tambah lagi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dan dipaparkan di atas, 

beberapa masalah yang dihadapi oleh sektor pariwisata pesisir pantai dan sungai 

adalah peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya 

publikasi, belum baiknya infrastruktur dilingkungan objek wisata, masih kurangnya 

investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya 

perhatian pada objek wisata lainnya. Adapun dari faktor penghambatnya yaitu 

belum adanya pusat informasi wisata, sumber daya manusia dibidang pariwisata 

dan budaya yang masih rendah, dan belum memadainya infrasruktur pendukung, 

serta adanya pengerusakan lingkungan. 

Hal ini diperlukan agar dapat secara terus menerus merevitalisasi seluruh 

sumber daya yang ada. Untuk keberlanjutan maka sangat diperlukan pengenalan 

maupun pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 
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dengan masyarakat disekitar. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengatasi faktor penghambatnya, yaitu dengan 

melengkapi sarana dan prasarana pendukung di sekitar objek wisata untuk 

kenyamanan wisatawan yang berkunjung dan meningkatan promosi pariwisata 

dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kegiatan promosi juga dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan sosial media, yang dimana pemerintah dapat membuat info-

info penting mengenai pariwisata. 

Pengelolaan tempat-tempat wisata yang ada di Serdang Bedagai dalam 

menyelenggarakan urusan pengelolaan objek wisata bahari dalam kaitannya dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai belum sepenuhnya 

terselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Serdang Bedagai 

Nomor 9 Tahun 2008, sehingga perlu dilakukan lagi pengawasan terhadap 

pengelolaan tersebut. 

Namun sebelumnya peneliti sudah melakukan pengamatan ke beberapa Pantai 

di Serdang Bedagai salah satunya adalah Pantai Pondok Permai yang terletak di 

Kecamatan Pantai Cermin. Kemudian peneliti menemukan beberapa keadaan di 

Pantai tersebut: 

4.2.3.1. Bangunan 

Bangunan yang terdapat di Pantai Pondok Permai sudah cukup banyak dan 

lengkap terlihat dari adanya bangunan sperti: pondok – pondok peristirahatan, 

tempat ibadah, toilet, lestoran dan tempat parkir yang sangat luas 
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4.2.3.2. Wahana 

Wahana di pantai bali lestari cukup beragam dan cocok sebagai salah satu 

tambahan untuk bermain seperti: Banana boot, zet sky, bola pantai dan lain – lain. 

4.2.3.3. Spot foto 

Pantai Pondok Permai selain menyajikan pemandangan pantai yang indah dan 

pasir pantai yang putih, pantai Pondok Permajuga memiliki spot foto yang 

beragam yang sudah disediakan oleh pengelola pantai sehingga pengunjung bisa 

bersantai sambil berfoto bersama keluarga. 

Implentasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang 

pengelolaan objek wisata pesisir pantai dan sungai di Kabupaten Serdang Bedagai 

sudah terlaksana cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya daerah wisata 

di Kabupaten Serdang Bedagai dan juga Pemerintah daerah Serdang Bedagai 

memberikan perhatian kepada pariwisata yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. 

4.2.4. Dampak Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata 

Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu 

sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated 

dalam diri individu. Persepsi tersebut dibagi menjadi tiga tahap yakni kognisi 

(Internal) untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, 

afeksi (Eksternal) untuk megukur sikap atau kepentingan yang ada dimasyarakat 

dalam merespon permasalahan kebijakan penataan ruang, serta evaluasi (Eksternal) 

untuk melihat dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya implementasi 

kebijakan. 
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Pengembangan pariwisata di Pantai Pondok Permai merupakan 

kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 

yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Serdang 

Bedagai. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan masih sangat kurang 

dikarenakan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai hanya bersosialisasi 

apabila terkait kepentingan birokrasi dari pihak pengelola tempat-tempat 

wisata namun dalam hal pelaksanaan kegiatan belum diikutsertakan. 

Sehingga diperlukan pengelolaan dan pengawasaan yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata ditempat-tempat wisata bahari. Pengelolaan objek wisata merupakan hal 

yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Serdang Bedagai dalam membuat 

keputusan–keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindugan wilayah 

dan sumberdaya pesisir dan lautan. Tetapi pengeolaan bangunan di sepanjang 

sempadan pantai masih terlihat tidak terkelolakarna masih banyaknya bangunan 

yang berdiri di sepanjang sempadan pantai padahal itu sangat beresiko buruk bagi 

pengunjung yang berada dibangunan tersebut, apabila air laut pasang ombak yang 

datang sangat besar sehingga lama kelamaan mampu membuat bangunan yang 

berdiri disempadan pantai rusak dan roboh, pasir pantai yang di bawak oleh 

ombakpun sering masuk kedalam bangunan tersebut. 

Melihat pada keterangan dari hasil wawancara yang telah ditulis dan dipaparkan, 

bahwa masih banyak suatu kendala yang menjadi dampak permasalahn pada potensi 

wisata yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, baik dari segi komunikasi, maupun 

informasi. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan juga bersinabungan 

dari salah satu narasumber yakni mengenaii tidak taatnya masyarakat dalam 
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menelaah suatu aturan hukum, dapat terlihat dengan jelas mengenai adanya 

bangunan masyarakat untuk berjualan diarea sepadan bibir pantai. 

Padahal di dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek 

Wisata Pesisir Pantai dan Sungai sudah tertuang jelas peraturan yang melarang 

untuk mendirikan segala jenis bangunan permanen disepanjang sempadan pantai 

sepanjang 15 m dari titik pasang tertinggi dan terendah air laut, didalam peraturan 

tersebut juga sudah jelas di larang membuka usaha atau bejualan di sepanjang 

sempadan pantai sepanjang 15 m dari titik pasang tertinggi dan terendh air laut tetapi 

masih banyak juga bangunan permanen yang berdiri disempadan pantai bahkan ada 

bangunan yang berdiri diatas air laut padahal sudah jelas peraturan yang dibuat dan 

sudah ada juga denda yang ditetapkan jika ada yang melanggar peraturan untuk 

mendirikan bangunan di sepanjang sempadan pantai. Pembangunan kepariwisataan 

diarahkan pada peningkatan pariwisata untuk menjadi sektor andalan yang mampu 

menggalakan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, 

sehingga lapangaan kerja, pendapatanmasyarakat, pendapatan daerah, dan 

pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui pembangunan dan 

pendayagunaan berbagi potensi kepariwisataan nasional. Oleh karena itu 

berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Di Dinas 

pariwisata serdang bedagai bahwa penglolaan objek wisata pesisir pantai 

diharapkan mampu menjadi lebih baik, yaitu dengan adanya pengawasan dan 

prosedur yang mengawasi pengelolaan tersebut agar perkembangan objek wisata di 

Serdang Bedagai dapat menjadi andalan Kabupaten untuk menambah PAD Serdang 
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Bedagai. Dalam pengelolaan pariwisata kita harus memperhatikan kekuatan 

(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (therats) 

dari segi fasilitas – fasilitas yang ada disekitar pantai, karena hal tersebut dapat 

mempengaruhi banyak tidaknya pariwisata yang akan masuk ke pantai. Jika fasilitas 

yang ada disekitar pantai atau jalan menuju pantai memadai, itu akan menjadi 

kekuatan dan peluang panti tersebut banyak didatangi oleh pariwisata baaik wisata 

nusantara maupun wisatawan mancanegara, tetapi apabila fasilitas pendukung yang 

ada di sekitar pantai atau menuju pantai kurang memadai ituakkan menjadi sebuah 

ancamaan atau kelemahan pantai untuk tidak banyak dikunjungi oleh para wisata. 
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BAB V 

 PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1 Implentasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 mengatur 

tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten 

Serdang Bedagai sudah terlaksana cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan 

banyaknya daerah wisata di Kabupaten Serdang Bedagai dan juga 

Pemerintah Serdang Bedagai memberikan perhatian kepada pariwisata yang 

ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Namun masih terdapat kekurangan 

dalam implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut, dimana sarana 

prasarana pendukung dapat mejadi perhatian lebih oleh Pemerintah 

Kabupaten Serdang Bedagai, khusunya Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang 

Bedagai. Meskipun di lapangan akses jalan pendukung sudah baik, hal ini di 

tandai dengan 75% jalan menuju objek wisata telah aspal, tetapi sebagai 

daerah dengan potensi alam yang sangat bagus tentunya Pemerintah 

Kabupaten Serdang Bedagai harus memperhatikan hal-hal kecil seperti 

sarana prasarana pendukung, contohnya seperti: kamar mandi dan tempat 

sampah yang sudah ada dapat di tambah lagi. Faktor ini menjadi penting 

karena wisatawan akan datang kembali ke objek wisata di Serdang Bedagai 

jika mereka puas dengan sarana prasarana yang ada.Terdapat beberapa faktor 

yang menjadi pendukung Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai 

dalam memaksimalkan implementasi kebijakan kepariwisataan, seperti 

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 
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2 potensi daerah yang bagus dan memiliki beberapa potensi wisata unggulan. 

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki 

potensi kebudayaan yang khususnya dalam konteks pariwisata, baik itu potensi 

alam sebagai suatu anugrah maupun potensi budaya yang berhasil diciptakan 

melalui tangan-tangan terampil. Adapun faktor yang menjadi penghambat 

Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai dalam memaksimalkan 

implementasi kebijakan kepariwisataan, seperti masih kurangnya sarana dan 

prasarana pendukung di sekitar objek wisata di Kabupaten Serdang Bedagai, 

serta Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai masih kurang 

memanfaatkan aspek teknologi informasi dalam melakukan kegiatan promosi 

dan publikasi. 

3 Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai 

dalam mengatasi faktor penghambatnya, yaitu dengan melengkapi sarana dan 

prasarana pendukung di sekitar objek wisata untuk kenyamanan wisatawan 

yang berkunjung dan meningkatan promosi pariwisata dengan memanfaatkan 

teknologi informasi. 

4 Adanya penyampaian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten 

Serdang Bedagai No 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir 

Pantai Dan Sungai di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Seradang Bedagai, dalam hal ini pemerintah Disporaparbud 

menjalankan pengelolaan objek wisata bahari yang berpedoman pada Peraturan 

Daerah No 9 Tahun 2008 untuk membuat keputusan yang tidak merugikan 

salah satu pihak masayarakat yang melanggar aturan pengelolaan objek wisata 



45 

 

 

bahari. 

5 Adanya perilaku sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan program – program 

kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan objek wisata bahari, masyarakat 

yang mengelola objek wisata bahari sudah menjalankan program – program 

pengelolaan objek wisata bahari dengan baik. Namun peran Disporaparbud 

masih kurang dalam mensosialisakan peraturan daerah no 9 tahun 2008 tentang 

pengelolaan objek wisata pesisir pantai bagi masyarakat yang mengelola objek 

wisata bahari guna menambah wawasan dan informasi masayrakat dalam 

pelaksanaan peraturan daerah no 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek 

wisata bahari. 

6 Adanya prosedur pengelolaan yang baik dari pihak pemerintah untuk dapat 

meningkatkan kelestarian pantai dan keindahan pantai sehingga menambah 

jumlah pengunjung di daerah wisata, seperti adanya tahapan – tahapan dalam 

penyelesaian masalah pengelolaan objek wisata bahari yang terjadi ditempat – 

tempat objek wisata pantai. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui 

adanya hambatan – hambatan karena masih banyak masyarakat yang mengelola 

objek wisata bahari yang tidak mengetahui bagaimana prosedur kerja yang 

dilakukan Disporaparbud dalam pelaksanaan Perda no 9 tahun 2008 tentang 

pengelolaan objek wisata pesisir pantai dan sungai. 

5.2. Saran 

Sebagai saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Agar meningkatkan promosi untuk menarik wisatawan mancanegara maupun 

lokal. 
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2. Agar meningkatkan koordinasi antar pengelolah dan instansi terkait. 

3. Agar meningkatkan pelayanan informasi. 

4. Agar meningkatkan pendekatan kemasyarakatan melalui sosialisasi sadar 

wisata. 

5. Agar melestarikan, menjaga serta memelihara lingkungan objek dan daya tarik 

wisata. 
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